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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republil: Indonesia Tahun 19~·5; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7'1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent.ang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286), 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pernerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 4851); 

Undang-Undnng Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 
18 pasal 22 clan Pasal 25 ayat (3) Per aturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan tata cara 
pernungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 

b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pernungutan Retribusi ?elayanan 
Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan clan dinamika masyarakat Kota Makassar, 
sehingga perlu ditinjau untuk ditetapkan kernbali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Makassar. 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 119 TAHUN 2016 

'fENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYAN.AN 

PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

5. 

6. 

Mengingat 

Menimbang 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar; 
2. Kata adalah Kota Makassar; 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang mernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otoriorri; 

4. Walikota adalah Walikota Makassar; 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar; 
6. Badan adalah Sadan Pendapatan Daerah Kota Makassar; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah 
Dan Retribusi Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturar. Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2'14, Tarnbahan Lernbaran Negara Repu.blik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dcngan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Peruba.han Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1971 
Nornor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

11. Peraturan Pem.erintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 193); 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4826); 

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Persampaharr/Kebersihan Kota Makassar 
(Lernbaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 11). 

MEMUTUSKAN: 
PERTATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRJBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / 
KEBERSIHAN. 

Men.etapkan 

' 
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(1) Kecamatan menyiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran 
dan pendataan wajib Retribusi Persampahan / Kebersihan dan dikirim / 
disarnpaikan kepada Kelurahan. 

Bagian Kedua 
Tata Cara 

Pasal 4 

Dalam hal penetapan target/ anggaran pendapatan Retribusi, Camat melakukan : 
a. pendataan potensi Retribusi pada masing-masing wilayah kecamatan ; dan 
b. mengusulkan target pendapatan Retribusi kepada WaJikota setiap tahun 

anggaran. 

Pasal 3 

BABIII 
PENDATAAN POTENSI RETRIBUSI 

Bagian.Kesatu 
Umum  

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : 
a. Pendataan Potensi Retribusi; 
b. Pemungutan dan Penyetoran Retribusi; 
c. Pembayaran, Penagihan dan Penghapusan; 
d. Pernbinaan, Pengendalian dan Pelaporan. 

7. Kecarnatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota 
Makassar; 

8. Carnat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menjadi 
Pemimpin dan Kordinator penyelenggaraan pernerintahan diwilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani scbagian urusan 
otonorni daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; 

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat; 

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian tertentu yang khusus disediakan 
dan atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang a tau 
bad an; 

11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD ada!ah surat 
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui ternpat pernbayaran yang ditunjuk oleh Walikota; 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi adrninistrasi berupa bunga 
dan atau denda;  
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(3) WaJib retr.ibusi mernbayar retribusi yang dipungut dan diberikan Tanda Bukti 
Pernbayaran Retribusi Persampahanj'Kebecsihan oleh Petugas pemungut. 

Petugas dipungut oleh (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
Pemungut yang ditetapkan oleh Carnat. 

(1) Retrib~si pel~yanan pers pahati/kebersihan dipungut setelah wajib retribusi 
menenrna pelayanan dan ·tlitetapkan dalam SKRD. 

. Pasal 7. ·· 

Bagian Kedua 
Tata Cara 

P. . R ib . 1 emungutan etn usi Pe ayan<jln Persampahan/Kebersihan dilakukan oleh masing- 
masing kecamatan berdasarka SKRp. 

BAB IV 
PEMU-NGUTAN DAN PENYETORAN,RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 6 

(3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) tercantum dalam Lampiran 
I sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(2) SKRD untuk wajib Retribusi Persarnpahan / Kebersihan segera disampaikan 
kepada wajib retribusi yang bersangkutan, sebagai ketetapan yang menentukan 
besarnya jumlah retri busi terhu tang. · 

Kecamatan menetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD berdasarkan hasil 
pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 5 

(11 

(6) Pernberian Nomor Pokok Wajib Retribusi Persampahan/Kebersihan mengacu 
pada tabel .sebagaimana tercanturn dalam Lampiran III sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

(5) Wajib Retribusi yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
diberikan Nomor Pokok Wajib Retribusi Persarnpahan j Kebersihan. 

(4) Bentuk Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi terlarnpir dalam 
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, 

(3) Kecamatan menerima dan meneliti formulir yang telah diisi oleh petugas 
pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menctapkan SKRD. 

(2) Camat menetapkan Petugas Pendata yang bertugas melaksanakan pendataan 
retribusi yang dituangkan dalam · Formulir Pendaftaran dan Pendataan Wajib 
Retribusi Persampahan / Kebersihan. 
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y (7) Be.~tt:tk ST.RID, se':lilagaJ,mana pada ayat (6) tercantum dalam Larnpiran I sebagai 
b~gian!'v~ng·~tidak terpisahkan ··clar;i Peraturan ini. 

~9.) , !>~lam ~~ Waj·Hi> Retri©u\Si Pelayanan Persarnpahan dan Kebersihan tidak 
. ··tn~Way~ tepat .pada wakt~nya· atau kurang membayar, dikenakan sanksi 

admtnistra,tif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen] setiap bulan dari retribusi 
yangtet.utang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
S'VR.D. 

(.5) A,f),a'1)fta b~:ta:s wa;ktu :Pe!tl'b..aya,t:at1;be.ftepatan- pada hari lrbur, maka batias waktu 
· _penihJ~y~an.j.atuh pada satu ha:r.i kerja berikutnya. 

' •' 

(3) Wajit;), getr-ibusi membayar Retribusi Persampahan/ Kebersihan ke Petugas 
Pem1*-ngUt :Kecattra:tan selambat-larnbatnya akhir bulan berikutnya. 

 (4) . :~~rinb~~an 1!.etrh'E)usJ .d:is~.tt>:.~ka.n. ke Kas Da'erah'., .. atau ditempat lain yang 
dit'Uttjuk '.ber.dasar,;kan SKRD melalui Bendahara Penerimaan. 

(1) P~mlPa~a;r,an Retrtbusi Pelayanan Persampahan/Keber sihan oleh wajib retribusi 
di;l~;ti'an ·seGar-a tunai, - 

{.2) ~Pemta:y.~a-n Retrl'busi ailakukan eleh wajib retribusi setiap bulan, 

Pasal 8 

B~i,tln.~K~-satu 
T.ataje~r.a P,e,mbaJ:«ran 

BA·9. V 
·PE-~AYA~N.~ ·PENAGlQ~N::D~N:.:PEN!GH>A::PUSAlN RE~IUBUSI:  

(9:) .B.entuk Su'tat Tarrda Betoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum 
.(d:al~ Larq.pir.an I sebagai bagian yang tidak terpisahka:n dari Peraturan 
,w~~~ta,mi. 

· Jil~n<l~h.ara P.efl'.er.il'l})a s.etiap bt:ilannya menyampaikan laporan wertan.ggung 
.ja.wab.an ke Badan Pengelola Keuangar; dan Aset Daerah Kota Makasaar dengan 
dilampi.ri Tanda 13.u~ti Setor. · 

Petugas pemungut menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi ke B'endahara 
penerima dengan dUamplri potongan Tanda Bukti 'Seteran Retribust 

'tiil;~rt~~i~~~.:pe.n~li~ma da)l~m w~ktu 1 x 24 jam har.:t:ls segera menye.to.rka;n hasil 
:l:e:tr.fu.~S.~ ke·:.kas ·Era:e,rah de.ngan.Surat Tanda S:~toran. 

t6) 

(7')' 

 (8}. 

(5} }3~ntlik ':Fanda B.'u:kti Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersinan 
· ter~mtttiint ·niala.·m Lampiran I sebagai b.agian yang tidak terpisahkan dari 

·p,et.~t:Ql!.an. Walikot,a ini. 

lem'h>ar·, untuk : 
a. lemsar ke-1 untuk Wajib Retribusi; 
b. l'etnbar. ke-2 untuk Petugas Pungut. 
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Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur sebagai 
berikut: 
a. camat melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah 

kadaluarsa. 

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(2) 

Piutang Retribusi yang tidak rnungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(1) 

Pasa1. 11 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadararmya menyatakan masih 
mempunyai utang Retribusi dan belum meluriasinya kepada Pernerintah 
Dae rah. 

(4) 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tangga! diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(3) 

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika : 
a. diterbitkan Surat Teguran/Tagihan; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun 

tidak langsung. 

(2) 

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga] tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. 

'· 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Penghapusan Piutang Retribusi 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan 
I Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang 
terutang. 

 (3) 

 

( 1)  

(2) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang dipersamakan 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pernbayaran. 

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat 
Teguran yang diterbitkan oleh camat sesuai keweriangannya. 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penagihan 

--- 
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(2) Carnat melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Retribusi 
kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(1) Badan melakukan pernbinaan, pengendalian Retribusi Persampahan / 
kebersihan di masing-rnasing kecamatan secara berkala; 

Pasal 13 

BAB VI 
PEMBIN.AAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi adalah sebagai berikut : 
a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada 

Walikota melalui carnat selambat-Iambatnya 10 (sepuluh) hari sejak 
diterimanya SKRD; 

b. Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterirnanya permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat telaah yang 
disampaikan kepada Walikota; 

c. Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota 
mernberikan persetujuan dan penolakan paling lama 1 [satu] bulan sejak 
tanggal diterimanya perrnohonan sebagairnana di maksud pada ayat (1); 

d. Walikota rnelalui camat dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal keputusan persetujuan/penolakan, harus memberikan keputusan 
atas permohonan yang diajukan; 

e. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat 
berupa rnenerima atau menolak; 

f. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat dan 
tidak mcmberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap 
dikabulkan. 

Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat 
memberikan keringanan, pengur~ngan atau pembebasan retribusi; 

Pasal 12 

BAB VI 
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

b. berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. camat 
menyusun daftar piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk 
dilaksanakan penelitian adrninistrasi dan peninjauan lapangan; 

c. penelitian adrninistrasi dan peninjauan lapangan sebagairnana dimaksud 
pada huruf b dilakukan kepada setiap wajib retriousi dan setiap jenis 
retribusi; 

d. laporan hasil penelitian administrasi clan pernnjauan lapangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah dengan dilampirkan Berita Acara Peninjauan Lokasi yang 
diketahui oleh pemerir.tah setempat; 

e. lapo.ran sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan penyusunan 
Keputusan Walikot:a tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kadaluarsa. 

(1) 

(2) 
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Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 14 Des ember 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguridangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Walikota ini berlaku oada tangga! 1 .Januari 2017. 

Pasal 16 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar, 
maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Tata Cara 
Pernungutan Retribusi Pelayarian Persarnpaharr/ Keber sihan dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 15 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan mengenai bentuk register piutang retribusi persampahan I kebersihan 
tercantum dalam Lampiran JI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ?eraturan 
Walikota ini. 

Pasal 14 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN~LAIN 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 119

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO
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NIP . 
............................................... ····················~~ 

PETUGAS PENDATA CAMAT . 

MENGETAHUI : 
- 20 Makassar, 

NIP . 

NO. NAMA AL.AMAT LENGKAP RT/RW KE LAS JENIS UKURAN/ 
(Jalan + Nomor) JALAN USA HA KLASIFl!<ASI 

·- ---- - 
1 2 3 4 5 6 ..,. 

I - 

- 
·- ~ 

·- -- 

- -- ·-------- 

KELURAHAN : . 

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI PERSAMPAHANll<EBERSIHAN 

PE:MERINT AH KOT A MAKASSAR 
KECAMATAN .••....•...•....• 

Jalan Kode Pos .. 
Telepon. ((0411 ) Faks. (0411) . 

E-muil : Website : www . 

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJlB RETRIBUSI 
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. 

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persarnpahan / 
Kebersihan . 

Peraturan Walikota Makassar. Lampiran I 
Norn or 
Tanggal 
Ten tang 

119 Tahun 2016
14 Desember 2016
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NAMA LENGKAP 
NIP . L_ _ 

(tanda tangan) 

Makassar, 2C . 
CAMAT . 

PERHATl.6-N : 

1. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar dstsm waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau 
(tanggai jatuh tempo) dikenakan sanksi Administratif berupa hur.ga sebesar 2% per bulan. 

Dsngan Huruf: -------------------------------·---- 

RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIH~.N 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumiah Sanksi: a. Sunga 2 % 

b. Keriaikan 

. ······································································ 
. . . . .......................... ································ ··········· 

....................................................................... · 

. . . ~ ' . l NAMA 
ALAMAT 
NPWR 

I TANGGAL JATUH TEMPO 

KODE REKENING 

MASA 
TAHUN : 

I JUMLAH (Rp) URAIAN RETRIBUSI 

Jurnlah Keseluruhan -------------.L...::..: 

NO . 
URUT . SURAT KETETAP l1N RETRIBUSI DAERAH(SKRD) 

RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIMAN a EMERINT AH KOT A MAKASSAR 
. KECAMATAN .. 

~ 

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) .RETRIBUSI 
PERSAMPAHAN / KEBERS!HAN. 
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gara Pengisisan; 
1. Bendahara Penerimaan diisi dengan nama bendahara penerimaan dan nama SKPD: 
2. Telah terima uan£ diisi dengan jumlah ua'lg yang diterima,dilsi catsm rupiah can kata-kata; 
3. Nama dan alamat diisi dengan narna, alamat dan NPWR prhak yang melakukan pembayaran refribusi: 
4. Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening di APBD atas pembayaran Retribusi 

Persampahan/Kebersihan; 
5. tanggal diterima diisi dengan tanggal diterirnanya uang dari Wajib Retribusi. 

·- 
~ PEMERINT AH KOT A MAKASSAR 

i~ KECAMATAN •.•.. 

~:=.:Jt;: 
T ANDA BUKTI PEMBA YA RAN 

~ 

NOMOR BUKTI : ....... , ...... 

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu .................................... 
Telah menerima uang sebesar Rp. ······························· 
(dengan huruf ................................................................................................... ) 

b) Dari Nama ............................................................................... 
Ala mat ............................................................. · ................. 
NPWR ································· ·············· ·················· 

c) Sebagai Pembavaran RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

Kode Rekening 
Jumlah 

(Rp} 
~11· I ·- 

I 
i 

I 
.~ 

I ·- 

d) Tanggal diterima uang ....................................................... 

Mengetahui, 
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pemt:-antu Pembaya:-/Penyetor 

(tanda tangan) (tanda tanqan) 

Nama Len~ NamaLe~ 

NIP. 

Lembar 1 : Untuk Waji!:l Retribusi 
Lembar 2 : Untuk Petuoas Pernunqut RetribL•si 

- 

C. BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN / 
KEBERS!HAN. 
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Tembusan: 
1. Walikota Makassar; 
2. Lurah : 
3. Arsip 

( ) 

Dernikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih, 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta untuk segera melunasi taginan retribusi dan 
dendanya melalui bendahara penerirna di Kecamatan Kota Makassar, Jalan 
. .. .. .. . .. Makassar. selambat-lambatnya tang gal... , 
setiap hari jam kerja. 

Apabila pad a tang gal tersebut di atas Saudar a belum melunasi tagihan retribusi kebersihan, 
mai<a okan ditindak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan sanksi sesual ketentuan 
Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan berupa hukurnan kurungan paling lama 3 {tiga) butan atau denda paling 
banyak Rp. 50.000.000 (lirna puluh juta rupiah). 

CAMAT 

Bersama ini diberitahukan bahwa menurut catatan pernbukuan dari Kecamatan 
....................... , retribusi kebersihan alas narna sebagai berikut belum dibayar sampai dengan 
batas waktu akhir pembayaran 
Nam a 
Ala mat 
Taqinan bulan 
Jumlah tagihan Rp ( 
Oenda 2 % (dua persen) Rp ( 
Jumlah harus dibayar Rp ( 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan E!ab VII Pasal 15 yang mengatur tentang sanksi Administrasi 
dalam hal Wajib Retribusi tida~ membayar tspat waktu dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi terutang. 

 
MAKASSAR 

: Tagihan Retribusi Kebersihan 
{Peringatan 1111/111) 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Makassar, 
Kepada 

Yth .. Segera 

PE MERI NT AH KOT A MAKASSAR 
;<ECAMAT AN . 

Jalan Kode Pos . 
Telepon . ((0411) Faks. (0411) . 

E-mail : Website : www . 

 D. BENTUK SURt\T TEGURAN / TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) 
RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. 
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(Catalan : STS Dilampir Slip setoren Bank) 

Nama Lengkap 
NIP. 

Nama Lengkap 
NIP. 

(tanda tanqar.) (tanda tangan) 

Bendahara penenrnaarv 
Bendahara Penerimaan Pembantu 

Mengetahui, 
CAMAT .. 

!Jang terset::ut diterima pada ta:iggal .. 

N 
~------i 

ah 

·1-Jumlah 
(Rp) No. Kede Rekening Uraian Rincian Objek 

11 I I I I I I RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHA 
Juml 

Dengan rincian penerirnaan sebagai berikut· 

Harap diterima uang sebesar .. 
(dengan Huruf) (.......... . . 

....... .. " ) 

Bank 
No. Rekening 

STS No .. 

PEMERINT AH KOT A MAK.ASSAR 
KECAMATAN . 

SURAT TANDA $ETORAN 
(STS) 

E. SURAT TANDA SETORAN (STS) RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. 

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO
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( 

~ I PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH JUMLAH 
TAHUN 20 ... SALDO 

N MASA NOMIN <1 >5 AKHIR 
0 NAMA ALAMAT NPWR RETRI AL TAHUN > 1-3 TAHUN > 3-5 TAHUN TAHUN TUNGGAK 

BUSI AN TAHUN zo ... 20 .. 20 .. 20 .. 20 .. 20 .. 20. ,.._ - 12 = 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 {7+8+9+10+11) 

I 

·- -- - 
JUMLAH I 

PROSENTASE PENYISIHAN I 
NILAI PENYISIHAN I - 

NILAI BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBE~ 20 .. l ·- 

PEMERINT AH KOT A MAKASSAR 
KECAMATAN ..... 

DAFTAR PIUTANG RETRiBUSI PERSAMPAHAN/KESERSIHAN 
PER 31 DEtv:BER 20 .. 

BENTUK REGISTER PIUTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSlHAN 

Tata Cara Pemungutar. Retribusi Pelayanan Persampahan / 
Keber sihan. 

Peraturan Walikota Makassar. Lampiran II 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

119 Tahun 2016
14 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO
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,. .. 
NO KECAMATAN  

71 
l<OT A MAKASSAR 

- 
A KECAMATAN BIRINGKANAYAA 

1 Kelurahan Bulurokeng: 
2 Kelurahan Daya; 
3 Kelurahan Pai; 
4 Kelurahan Paccerakkang; 
5 Kelurahan Sudiang; 
6 Kelurahan Sudiailg Raya: 
7 Kelurahan Untia. 
8 Ktlurahan Katimbang 
9 Kelurahan Bakung 
10 KF!lurahan Berua 
11 Kalurahan Laikan9 

1 RW01 
2 RW02 
3 Ost 
.. 

001 Nama Wajib Retribusi 
002 Nama Wajib Retfibus: 
003 .. 

.. 
B KECAMATJ\N BONTOALA 

1 Kelurahan Bontoala; 
2 Kelurahan Bontoaa Tua; 
3 Kelurahan Bontoala Parang: 
4 Kelurahan Baray3; 
5 Kelurahan Sunga Ejaya; 
6 Kelurahan Gaddong; 
7 K~lurahan Layang; 
8 Kelurahan Malimongan Baru: 
9 Kelurahan Para~g Layang; 

1C Kelurahan Timongan Lompoa: 
11 Kelurahan Tompo Balang: 
12 Kelurahan Wak:.i Baru. 

1 RW01 
?. RW02 
3 Ost 
.. 

001 Nama Wajib Retribusi  002 Nama Wajib Retribusi 
003 " 

.. 

l 

KODE NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSl (NPWR) 
RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA MAKAS&AR 

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / 
Kebersihan. 

Peraturan WaJikota Makassar. Lampiran III 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

 

119 Tahun 2016
14 Desember 2016
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' 

c KECAMATAN MARISO 

- 1 Kelurahan Bontorannu; 
2 Kelurahan Kunjung Mae; 
3 Kelurahan Kampung Buyang; 
4 Keh.:rahan Lelle; 
5 l<elurai'ian Marlso; . 
6 Kelurahan Mario; 
7 Kelurahan Mattoanging; 
8 Kelurahan Panambungan; 
9 Kelurahan Tamarunang. 

1 RW01 
2 RW02 . 
3 Ost 
.. 

001 Nama Wajib Relribusi 
"-· 002 Nama Wajib Retribusi 

003 .. 
.. 

-· 
D KECAMATAN MAMAJANG 

1 ~:elurahan ~oo!o Biraeng; 
2 Kelurahan Baji Mappakasunggu; 
3 Kelurahan Bonto Lebang; 
4 Kelurahon Karang Arlyer; 
5 Kelurahan Labuar.g Baji; 
6 Kelurahan Mamajang Oalarn: 
7 Kelurahan Mamajar19 L11ar; 
8 l(elurahan Maricaya Selatan; 
9 Kelurahan Mandala; 
10 Kelurahan Parang; 
1~ Kelurahan Pa'Batang; 
12 Kelurahan Sambung Jaws; 
13 Kelurahan Tamparan9 Keke. - 1 RW01 

2 RW02 
3 Ost 
.. 

001 Nama Wajib Retribusi 
002 Nama Wajib Retril.Jusi 
003 .. 

.. 
--· 

E V.ECAMATAN MAKASSAR 
- 1 Kelurahan Bara-Baraya: 

2 I Keluranan Barana; 
3 l<e!urahan Bara-Baraya Utara; 
4 I Kelurahan Bara-Baraya Selatan; 
5 Kelurahan Bara-Baraya Timur; 
6 Kelurahan Lariang 6a11gngi; 
7 Kelurahan Maccini; 
8 Kelurahan Maccini Gusung; 
9 Kelurahan Maccini Parang; 
10 Kelurahan Maricaya; 
11 Kelurahan Maricaya Baru; 
12 Ke!urahan Maradekaya; 
13 Kelurahan Maradekaya Utara; . 14 Kelurahan Maradeka~a Selatan. 

1 RW01 
2 RW02 
3 Ost t, 

.. - 001 Nama W2pb Retribusi 
002 Nama Wajib Retribusi 

L-- 003 .. 
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F KECAMATAN MA.NGGALA 

1 Kelurahan Antang; 
2 Kelurahan Batua; 
3 Kelurahan Boronq; 
4 Kelurahan Bangkala; 
5 Kelurahan Manggala: 
6 Kelurahan Tamangapa. 
7 Kelurahan Siring Rornang 
8 Kelurahen Biloa - RW01 1 

2 RW02 
3 Dsl 
.. 

001 Nama Wajit> Retribusi 
002 Nama Waj~b Retribusi 
003 .. 

.. ·---- 
G KECAMAiAN RAPPOCINI 

. 
1 Kelurahan Buakana: 
2 K&lurahan Banta-Ba:ilae'lg; 
3 Kelurahan Balla Parang; 
4 Kelurahan Bonto Makkio: . 5 Keturahan Gunung Sari; 
6 Kelurahan Karunrung; 
7 Kelurahan Kassi-Kassi; 
8 Kelurahan Mappala; 
9 Kelurahan Rappocini; 

10 Kelurahan Tidung. 
11 Kelurahan MinasCI Uoa 

1 RW01 
2 RW02 
3 Ost 
.. 

001 Nama Wajib Retribu$l 
002 Nania Wajib Retribusi 
003 .. 

... 

H KECAMATAN TAMALATE 

1 Kelurahan Bongaya; 
2 Kelurahan Balang Baru; 
'l Kelurahan Barornbonq; ..., 
4 Kelurahan Jongaya; 
5 Kelurahan Msngasa; 
6 Kelurahan Mannuruki; 
7 Kelurahan Macini Sombala; 
8 I l<elurahan Pa'rang Tambung; 
g Kelurahan Pa'Baeng-Baeng; 

10 Kelurahan Tanjung Mardeka. 
11 Kelurahan Bonlo Duri; 

1 RW01 
2 RW02 
3 D,;t 
.. 

001 Narna Wajib Retribusi 
002 Nama Wajib Retribusi 
003 

 .. 
I KECAMATAN TA!..LO 

1 Kc!urahan Buloa; 
2 Kelurahan Bunga Ejayz Beru; 
3 Ke!urahan f~aluku Bodoa; 
4 Kelurahan Ka!ukuar.g; 
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Kelurahan Lembo; 
6 Kelurahan Lakkang; 
7 Kelurahan La'Latang; 
8 Kelurahan Pannsmpc: 
9 Kelurahan Rappcjawa; 

10 Kelurahan Rappokalling; 
11 Kelurahan Suanoga; 
12 Kelurahan Tallo: 
13 Kelurahan Tamrnua; 
14 Kelurahan Ujung Pandang Baru; 
15 Kelurahan Waln-Walava. 

1 RW01 
2 RW02 
3 Ost 
.. 

001 Narna Wajib Retribusi 
002 Nama Wajib Retribusi 
003 .. 

 J KECAMATAN TAMALANREA 

1 Kelurahan Bira; 
2 Kelurahan Kapasa; 
3 Xelurahan Paranq Loe;· 
4 Kelurahan Tamalanrea; 
5 .! Kelurahan Tsrnatanrea lnd;:ih; 
6 I Kelurahan Tamalanrea Jaya. 
7 l\elurahan Kapasa Raya: 
8 Kelurahan Buntus'.1 ·- 1 RW01 

2 RW02 
3 Ost 
.. 

001 Nama Wajib Retribusi 
002 Nama Wajib Retribusi 
003 .. 

.. 

K KECAMATAN UJUNG PANDA"IG 
 

1 Kelurahan Baru; 
2 Kelurahan Bulo Gading; 
3 Y.elurahan Lajagiru; 
4 Kelmahan Lae-Lae; 
5 Kelurahan Losari; 
6 

I 
l<elurahan Mcangkura; 

7 Kelurahan MaJoku; 
8 I Kelurahan Pisang Utara; 
9 Kelurahan ?isang Selatan; 
10 I Kelurahan Saweri9adinQ. 

i RW01 
" RW02 t. 

3 Dsl 
.. 

001 Nama Wajib Retribusi 
002 Nama Wajib Retribusi  
003 .. 

L KECP.MATAN UJUNG TANAH  
- 1 Kelurahan Cambaye; 

2 i<elurahan Camba Bsrua; 
3 Ke!urohan Gusung: 
4 Kelurahan Tabaringan; 

....., ': s Kelurahan Tamalabba:· 
6 Kelurahan Totaka: 
7 Kelurahar. Ujung Tariat'I; r 8 Kelurahan Patingallcang; _J 9 Kelurahan Patingalloang Baru. 
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I I RW01 ---- 

~ 

1 
2 RW02 
3 Ost 
.. 

I 001 Nama Wajib Retribusi 
002 Nama Wajib Retnbusi 
003 .. - 

M KECAMATAN PANAKKUKANG 

- 1 Kelurahan Kararnpeanq; 
2 I Kelurahan Karuwisi; 
3 :-<elurahan Kart.JWISi utara: 
4 Kelurahan Masale; 
5 I Kelurahan Pampang: 
6 Kelurahan Pana1kang, 
7 Kelurahan Pandanq: 
8 i<e1urahan Parcpo. 

 9 I Kelurahan Sinnjala, 
10 Kelurahan Tamameunc, 
1~ Kelurahan Tello Baru. 

1 RW01 
2 RWO?. 
3 Ost 
.. 

001 Nama Wajib Retribusi 
002 Nama Wajib Retribusi 
003 .. - -- I 

N KECAMAT AN WAJO 

1 Kelurahan Butung: 
2 Kelurahan Ende; 
3 l(elurahan Malirnonqan: 
4 Kelurahan Malunonqan Tua; 
5 K31urahan Marnpu, 
6 Kelurahan Melayu: 
7 Kelurahan Melayu Baru. 
8 Kelurahan Pattunuang. 

1 RW01 
2 RW02 
3 Dst 

-----1 .. 
00·1 Nama Waj1b Retr!busi 
002 Nama Wajib Retribusi 
003 

.. - 0 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG 

1 Kelurahan Bar:ing Caddi; 
2 

l 
Kelurahan Barang t.ornpo: 

3 Kelurahan Kod1ngareng. 
I 
I -- I 1 RW01 

2 RW02 

~ 

3 Dst 
.. 

001 Nama Wajib Relnbusi 

I 002 Nama Wajib Retribusi 

I 003 .. 
.. - 

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO


